SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (9)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Purbalingga;

bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta
mendukung optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Purbalingga, maka Peraturan
Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Purbalingga perlu diubah dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Purbalingga;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Purbalingga Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN
PURBALINGGA.

Pasal l

Di antara BAB XIX dan BAB XX Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun
2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1) disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIXA
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIXA
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 127A

(1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, Pemerintah Daerah
dapat melaksanakan kerja sama untuk optimalisasi pemungutan PBB-P2
dengan:

a. pemerintah;
b. pemerintah daerah lain;
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c. organisasi perangkat daerah; dan/atau
d. pihak ketiga.
(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi

kegiatan:

a. sosialisasi peraturan perundangan tentang PBB-P2;

b. pemutakhiran basis data PBB-P2;

c. pengawasan wajib pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. penagihan piutang PBB-P2;

e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana
perpajakan daerah; dan

f. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan

berdasarkan pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik
serta saling menguntungkan.
Pasal 127B

(1) Pemerintah Daerah dapat:

a.

b.

mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A ayat (1); dan

menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127A ayat (1);

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A ayat (2) dituangkan
dalam dalam dokumen perjanjian kerjasama atau dokumen lain yang
disepakati.

(3) Untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A ayat
(2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati
bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
minimal mengatur ketentuan mengenai:

SR e a0 T

subjek kerja sama;

maksud dan tujuan

ruang lingkup;

hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
jangka waktu perjanjian;

sumber pembiayaan;

penyelesaian perselisihan;

sanksi;

korespondensi; dan

perubahan.
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Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI PURBALINGGA,
ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara
¢/ elektronik oleh:

SOLIKHUN,S.H.M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007
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